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PRAKATA  

 

Buku ini hadir sebagai sebuah ikhtiar intelektual untuk 

memetakan dan menganalisis secara mendalam paradigma tata kelola 

pendidikan tinggi berbasis nilai. Di tengah arus modernisasi dan 

globalisasi yang terus mengalir deras, institusi pendidikan tinggi 

menghadapi tantangan yang tidak sederhana: bagaimana 

mempertahankan esensi dan misi fundamentalnya sebagai lembaga 

pencarian kebenaran dan pengembangan manusia seutuhnya, 

sementara pada saat yang sama mampu merespons tuntutan-tuntutan 

baru yang terus berkembang. 

Tiga dimensi utama yang menjadi fokus pembahasan dalam buku 

ini etika, spiritualitas, dan kualitas akademik dipilih bukan secara 

kebetulan. Ketiganya merepresentasikan aspek-aspek yang paling 

mendasar dan paling sering diabaikan dalam diskursus tata kelola 

pendidikan tinggi yang seringkali terlalu didominasi oleh perspektif 

manajerial dan ekonomis. Etika menyediakan fondasi moral yang 

menentukan cara institusi dan anggota-anggotanya berinteraksi satu 

sama lain dan dengan dunia luar. Spiritualitas memberikan 

kedalaman makna dan sumber motivasi yang melampaui kalkulasi 

material. Dan kualitas akademik menjadi manifestasi nyata dari 

komitmen terhadap keunggulan yang merupakan raison d'être 

perguruan tinggi. 

Dalam menyusun buku ini, penulis telah menempuh perjalanan 

intelektual yang panjang dan penuh dengan pelajaran yang berharga. 

Mengkaji berbagai literatur dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda 

dari filsafat moral hingga psikologi organisasi, dari kebijakan 

pendidikan hingga spiritualitas komparatif memperkaya perspektif 

dan memperdalam pemahaman tentang kompleksitas topik yang 

sedang dikaji. Perjumpaan dengan berbagai perspektif yang terkadang 
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bertentangan satu sama lain justru menjadi kekayaan tersendiri yang 

memperkaya kualitas analisis yang disajikan. 

Penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari sempurna. Masih 

banyak aspek dan dimensi yang belum dapat dieksplorasi secara 

mendalam. Namun, penulis berharap bahwa apa yang disajikan 

dalam buku ini dapat menjadi titik tolak yang bermakna bagi diskusi 

lebih lanjut dan pengembangan pemikiran yang lebih matang tentang 

paradigma tata kelola pendidikan tinggi berbasis nilai. Terima kasih 

kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, 

dan inspirasi dalam proses penulisan buku ini. Semoga karya 

sederhana ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi 

pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia dan dunia. 

 

Tim Penulis 
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BAB 1  
PARADIGMA TATA KELOLA 
PENDIDIKAN TINGGI 

 

 

 

1.1 HAKIKAT TATA KELOLA PENDIDIKAN TINGGI 

Tata kelola pendidikan tinggi (higher education governance) 

merupakan konsep yang memiliki makna mendalam dan 

multidimensional. Secara sederhana, tata kelola dapat dipahami 

sebagai sistem dan proses yang mengatur bagaimana sebuah institusi 

membuat keputusan, mendistribusikan kewenangan, dan 

mempertanggungjawabkan tindakannya kepada berbagai pemangku 

kepentingan. Namun, dalam konteks perguruan tinggi, tata kelola 

memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks karena menyangkut 

pengaturan atas lembaga yang memiliki misi ganda: menghasilkan 

dan menyebarluaskan pengetahuan sekaligus membentuk karakter 

generasi penerus bangsa (Shattock, 2020). 

Hakikat tata kelola pendidikan tinggi dapat dipahami dari 

beberapa perspektif yang saling melengkapi. Dari perspektif 

kelembagaan, tata kelola merupakan struktur formal yang 

menentukan siapa yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan 

tentang berbagai hal, mulai dari kebijakan akademik hingga 

pengelolaan sumber daya finansial. Struktur ini mencakup dewan 

penyantun (board of trustees), senat akademik, pimpinan universitas, 

hingga berbagai komite dan unit yang ada di bawahnya (Gayle et al., 

2022). 
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Dari perspektif proses, tata kelola berkaitan dengan cara-cara 

yang digunakan institusi untuk mengambil keputusan, membangun 

konsensus, menyelesaikan konflik, dan mengimplementasikan 

kebijakan. Proses ini melibatkan berbagai mekanisme formal dan 

informal yang mencerminkan budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh 

institusi. Kualitas proses tata kelola sangat menentukan legitimasi 

keputusan yang dihasilkan dan komitmen para anggota institusi 

terhadap implementasinya (Molesworth et al., 2021). 

Dari perspektif relasional, tata kelola menyangkut hubungan 

antara berbagai pemangku kepentingan, baik yang berada di dalam 

institusi (civitas akademika, tenaga kependidikan, mahasiswa) 

maupun yang berada di luar (pemerintah, industri, masyarakat, 

alumni). Pengelolaan hubungan-hubungan ini membutuhkan 

keterampilan komunikasi, negosiasi, dan diplomasi yang tinggi, di 

samping komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai keadilan dan 

keterbukaan (Paradeise & Thoenig, 2021). 

Dalam tradisi akademik, tata kelola pendidikan tinggi juga tidak 

dapat dipisahkan dari konsep kebebasan akademik (academic freedom). 

Kebebasan akademik, yang mencakup kebebasan untuk meneliti, 

mengajarkan, dan mempublikasikan hasil pemikiran tanpa tekanan 

dari pihak mana pun, merupakan salah satu nilai inti yang 

membedakan perguruan tinggi dari institusi lainnya. Tata kelola yang 

baik harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan akademik 

ini, sambil tetap memastikan akuntabilitas dan relevansi sosial dari 

aktivitas akademik yang berlangsung (AAUP, 2022; Tight, 2022). 

Konsep hakikat tata kelola juga berkaitan erat dengan pertanyaan 

tentang tujuan fundamental pendidikan tinggi. Apakah tujuan utama 

perguruan tinggi adalah menghasilkan tenaga kerja terampil yang 

dibutuhkan oleh pasar? Ataukah perguruan tinggi memiliki tanggung 

jawab yang lebih luas untuk mengembangkan individu secara holistik 



Paradigma Tata Kelola Pendidikan Tinggi | 3  

dan berkontribusi pada kemajuan peradaban manusia? Jawaban 

terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar ini akan sangat 

mempengaruhi orientasi dan pendekatan tata kelola yang diadopsi 

oleh sebuah institusi (Barnett, 2021; Nussbaum, 2021). 

 

 

1.2 PERKEMBANGAN PARADIGMA TATA KELOLA 

PERGURUAN TINGGI 

Perjalanan perkembangan paradigma tata kelola perguruan tinggi 

telah melalui beberapa tahap yang mencerminkan perubahan konteks 

sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Pemahaman terhadap 

perkembangan ini penting untuk dapat mengidentifikasi kelebihan 

dan keterbatasan dari setiap pendekatan, serta mengambil pelajaran 

yang relevan untuk pengembangan paradigma masa depan. 

Paradigma pertama yang mendominasi tata kelola perguruan 

tinggi adalah model kolegial (collegial model) yang berakar pada tradisi 

universitas abad pertengahan di Eropa. Dalam model ini, kekuasaan 

didistribusikan secara relatif merata di antara para akademisi yang 

dipandang sebagai komunitas sarjana yang otonom. Keputusan 

diambil melalui musyawarah dan konsensus di antara para anggota 

komunitas akademik, tanpa adanya struktur hierarki yang kaku. 

Model kolegial menempatkan kebebasan akademik dan otonomi 

profesional sebagai nilai tertinggi yang harus dilindungi (Bleiklie et al., 

2022). 

Seiring dengan perkembangan zaman, model kolegial mulai 

mendapat kritik karena dianggap terlalu lambat dalam merespons 

perubahan dan kurang efisien dalam penggunaan sumber daya. Kritik 

ini mendorong munculnya paradigma kedua, yaitu model birokrasi 

(bureaucratic model) yang menekankan pentingnya struktur hierarki 

yang jelas, pembagian tugas yang terperinci, dan prosedur yang baku. 
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Dalam model ini, otoritas dialirkan dari atas ke bawah, dan koordinasi 

dicapai melalui sistem peraturan dan prosedur yang komprehensif 

(Deem et al., 2020). 

Kritik terhadap birokrasi yang dianggap kaku dan tidak responsif 

membuka jalan bagi paradigma ketiga, yaitu model manajerial 

(managerial model) yang mendapat pengaruh kuat dari pemikiran 

manajemen sektor swasta. Model ini menekankan pentingnya 

kepemimpinan yang kuat, orientasi pada hasil, dan efisiensi 

operasional. Pimpinan perguruan tinggi diposisikan sebagai manajer 

profesional yang bertanggung jawab untuk mengarahkan institusi 

menuju pencapaian target-target yang telah ditetapkan (Deem et al., 

2020; Shattock, 2020). 

Selanjutnya, paradigma keempat yang muncul adalah model 

pasar (market model) yang semakin kuat pengaruhnya sejak tahun 1990-

an. Dalam model ini, perguruan tinggi dipandang sebagai entitas yang 

beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif, di mana keberhasilan 

diukur dari kemampuan untuk menarik mahasiswa, mendapatkan 

dana penelitian, dan menghasilkan lulusan yang dapat terserap oleh 

pasar kerja. Model ini mendorong perguruan tinggi untuk berpikir 

dan bertindak lebih seperti perusahaan (Molesworth et al., 2021; 

Brown, 2022). 

Kritik terhadap komersialisasi pendidikan tinggi dan erosi nilai-

nilai akademik yang dibawa oleh model pasar mendorong munculnya 

berbagai gagasan tentang paradigma alternatif. Salah satu yang paling 

menjanjikan adalah paradigma tata kelola berbasis nilai (value-based 

governance), yang berupaya mengintegrasikan efisiensi manajerial 

dengan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai etika, integritas 

akademik, dan tanggung jawab sosial. Paradigma ini tidak menolak 

kebutuhan akan efisiensi dan akuntabilitas, tetapi menegaskan bahwa 
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efisiensi harus selalu dijiwai oleh nilai-nilai yang lebih fundamental 

(Kallio et al., 2021; Marginson, 2022). 

 

 

1.3 PRINSIP-PRINSIP GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE 

Konsep good university governance (GUG) atau tata kelola 

universitas yang baik merupakan salah satu kerangka acuan penting 

yang digunakan secara luas dalam literatur dan praktik tata kelola 

pendidikan tinggi. GUG mengidentifikasi serangkaian prinsip yang 

harus diwujudkan oleh setiap institusi pendidikan tinggi yang ingin 

diakui sebagai institusi yang dikelola dengan baik dan bertanggung 

jawab. 

Prinsip pertama adalah akuntabilitas (accountability). Perguruan 

tinggi harus dapat mempertanggungjawabkan semua keputusan dan 

tindakannya kepada berbagai pemangku kepentingan, baik secara 

internal maupun eksternal. Akuntabilitas mencakup 

pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya, pencapaian 

tujuan akademik, dan dampak sosial dari aktivitas institusi. 

Mekanisme pelaporan yang transparan dan sistem audit yang 

independen merupakan instrumen penting dalam mewujudkan 

prinsip akuntabilitas ini (Pruvot & Estermann, 2021). 

Prinsip kedua adalah transparansi (transparency). Informasi 

tentang kebijakan, keputusan, keuangan, dan kinerja institusi harus 

tersedia dan dapat diakses oleh publik yang berkepentingan. 

Transparansi bukan hanya tentang keterbukaan informasi, tetapi juga 

tentang kejujuran dalam mengkomunikasikan kondisi institusi, 

termasuk keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi. Perguruan 

tinggi yang transparan cenderung memiliki tingkat kepercayaan 

publik yang lebih tinggi dan lebih mudah membangun kemitraan 

strategis (Fielden, 2020). 
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Prinsip ketiga adalah partisipasi (participation). Tata kelola yang 

baik memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku 

kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Ini berarti 

memberikan suara kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, 

alumni, dan komunitas eksternal dalam menentukan arah dan 

kebijakan institusi. Partisipasi yang bermakna tidak hanya bersifat 

pro-forma, tetapi harus mampu mempengaruhi keputusan-keputusan 

yang diambil secara nyata (Boer & File, 2022). 

Prinsip keempat adalah supremasi hukum dan peraturan (rule of 

law). Semua aktivitas institusi harus dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku, baik regulasi eksternal dari 

pemerintah maupun aturan internal institusi. Tidak ada individu atau 

kelompok yang kebal terhadap hukum, dan penegakan aturan harus 

dilakukan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Budaya kepatuhan 

terhadap aturan merupakan fondasi penting dari tata kelola yang 

sehat (Havergal, 2022). 

Prinsip kelima adalah responsivitas (responsiveness). Institusi 

harus mampu merespons kebutuhan dan harapan para pemangku 

kepentingan dengan tepat waktu dan efektif. Ini mencakup 

responsivitas terhadap kebutuhan mahasiswa, permintaan dari dunia 

kerja, ekspektasi masyarakat, dan tuntutan kebijakan pemerintah. 

Namun demikian, responsivitas tidak berarti bahwa institusi harus 

mengorbankan nilai-nilai inti akademiknya demi kepuasan jangka 

pendek dari kelompok kepentingan tertentu (Birnbaum, 2021). 

Prinsip keenam adalah efisiensi dan efektivitas (efficiency and 

effectiveness). Sumber daya yang ada harus digunakan seoptimal 

mungkin untuk mencapai tujuan institusi. Prinsip ini mendorong 

perguruan tinggi untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan 

dalam pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan 

infrastrukturnya. Namun, efisiensi harus selalu dipahami dalam 
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konteks nilai dan misi institusi, bukan sebagai tujuan akhir yang 

mengorbankan kualitas akademik (Santiago et al., 2020). 

Prinsip ketujuh adalah ekuitas dan inklusivitas (equity and 

inclusiveness). Semua anggota komunitas akademik dan calon 

mahasiswa harus memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses 

pendidikan berkualitas, tanpa diskriminasi berdasarkan latar 

belakang sosial, ekonomi, gender, atau karakteristik lainnya. 

Inklusivitas dalam tata kelola juga berarti bahwa keberagaman 

perspektif harus dirayakan dan dimanfaatkan sebagai kekuatan 

institusional (Equality Challenge Unit, 2022). 

 

 

1.4 TANTANGAN TATA KELOLA PADA ERA TRANSFORMASI 

PENDIDIKAN 

Era kontemporer menghadirkan serangkaian tantangan baru 

yang belum pernah dihadapi sebelumnya oleh institusi pendidikan 

tinggi. Tantangan-tantangan ini membutuhkan respons yang cerdas 

dan berbasis nilai agar perguruan tinggi dapat tetap relevan dan 

berkontribusi secara bermakna bagi kemajuan masyarakat. 

Tantangan pertama adalah transformasi digital yang mengubah 

secara fundamental cara pembelajaran berlangsung. Pandemi COVID-

19 yang melanda dunia pada tahun 2020-2022 telah mengakselerasi 

adopsi teknologi digital dalam pendidikan tinggi, memunculkan 

berbagai model pembelajaran baru seperti pembelajaran daring 

penuh, pembelajaran hybrid, dan flipped classroom. Namun, 

transformasi digital juga membawa tantangan baru berupa 

kesenjangan akses teknologi, ancaman terhadap kualitas interaksi 

akademik, dan pertanyaan tentang bagaimana mempertahankan 

dimensi humanistik dari pendidikan di tengah semakin dominannya 

peran teknologi (Bozkurt et al., 2022). 



8 | Paradigma Tata Kelola Pendidikan Tinggi 

Tantangan kedua adalah tekanan untuk membuktikan relevansi 

dan dampak pendidikan tinggi. Di banyak negara, investasi publik 

dalam pendidikan tinggi semakin dikaitkan dengan bukti dampak 

ekonomi dan sosial yang nyata. Perguruan tinggi dituntut untuk 

menunjukkan bahwa lulusannya dapat terserap dengan baik di pasar 

kerja, bahwa penelitian yang dilakukan memberikan manfaat nyata 

bagi masyarakat, dan bahwa pengeluaran institusi dapat 

dipertanggungjawabkan dalam konteks nilai uang (value for money). 

Tekanan ini terkadang bertentangan dengan kebutuhan untuk 

mempertahankan penelitian dasar dan pengembangan ilmu 

pengetahuan yang mungkin tidak memiliki dampak langsung yang 

terukur (Hazelkorn, 2021). 

Tantangan ketiga adalah perubahan demografis mahasiswa yang 

semakin beragam. Perguruan tinggi saat ini melayani mahasiswa 

dengan latar belakang yang jauh lebih heterogen dibandingkan masa 

lalu, mencakup keberagaman usia, latar belakang sosial-ekonomi, 

pengalaman kerja, dan kebutuhan belajar. Tata kelola yang efektif 

harus mampu menciptakan lingkungan akademik yang inklusif dan 

mendukung keberhasilan semua kelompok mahasiswa, termasuk 

mereka yang secara historis kurang terwakili dalam pendidikan tinggi 

(Mountford-Zimdars & Sabri, 2022). 

Tantangan keempat adalah tekanan untuk terus meningkatkan 

posisi dalam peringkat universitas internasional. Berbagai sistem 

peringkat global seperti QS World University Rankings, Times Higher 

Education World University Rankings, dan lainnya telah menjadi tolok 

ukur yang berpengaruh dalam menentukan reputasi dan daya saing 

perguruan tinggi. Namun, obsesi terhadap peringkat terkadang 

mendistorsi prioritas akademik dan mendorong perilaku yang tidak 

etis dalam pelaporan data (Hazelkorn & Ryan, 2021). 
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Tantangan kelima adalah pengelolaan konflik kepentingan yang 

semakin kompleks. Sumber pendanaan perguruan tinggi yang 

semakin beragam, termasuk dari sektor swasta dan industri, 

membawa serta potensi konflik kepentingan yang perlu dikelola 

dengan hati-hati. Perguruan tinggi harus mampu membangun 

kemitraan yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak tanpa 

mengorbankan independensi akademik dan integritas penelitian (Bok, 

2022). 

Tantangan keenam adalah isu keberlanjutan lingkungan yang 

semakin mendesak. Perguruan tinggi tidak hanya dituntut untuk 

mengintegrasikan isu-isu keberlanjutan ke dalam kurikulum dan 

penelitian, tetapi juga untuk menjadi contoh dalam praktik 

operasional yang ramah lingkungan. Campus sustainability telah 

menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja dan 

reputasi perguruan tinggi secara global (Disterheft et al., 2022). 

 

 

1.5 TATA KELOLA BERBASIS NILAI SEBAGAI PENDEKATAN 

BARU 

Tata kelola berbasis nilai (value-based governance) muncul sebagai 

respons terhadap berbagai keterbatasan dari paradigma-paradigma 

sebelumnya dan tantangan-tantangan kontemporer yang telah 

diuraikan di atas. Pendekatan ini menawarkan sebuah kerangka yang 

memposisikan nilai-nilai etika, moral, dan spiritual sebagai landasan 

utama dari seluruh proses tata kelola, bukan sebagai ornamen atau 

komplemen dari sistem yang pada dasarnya berorientasi pada 

kepentingan teknis dan ekonomis semata. 

Konsep tata kelola berbasis nilai berangkat dari asumsi bahwa 

setiap institusi, termasuk perguruan tinggi, beroperasi dalam sebuah 

sistem nilai tertentu, baik yang dinyatakan secara eksplisit maupun 
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yang implisit dalam budaya dan praktik sehari-harinya. Pertanyaan 

yang relevan bukan apakah sebuah institusi memiliki nilai, melainkan 

nilai-nilai apa yang sebenarnya dianut dan dihidupi dalam praktik 

nyata, dan seberapa konsisten nilai-nilai yang dinyatakan dengan 

yang diimplementasikan (Kouzes & Posner, 2023). 

Dalam tata kelola berbasis nilai, nilai-nilai bukan hanya ditulis 

dalam visi, misi, dan pernyataan nilai yang terpasang di dinding 

kantor, tetapi harus meresap ke dalam setiap aspek pengambilan 

keputusan dan operasi institusi. Ketika menghadapi dilema antara 

pilihan yang menguntungkan secara finansial dan pilihan yang lebih 

etis, institusi yang benar-benar berbasis nilai akan secara konsisten 

memilih pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai inti yang dipegang, 

bahkan jika hal itu berarti mengorbankan keuntungan jangka pendek 

(Collins & Porras, 2020). 

Tata kelola berbasis nilai memiliki beberapa karakteristik yang 

membedakannya dari pendekatan-pendekatan lainnya. Pertama, 

pengambilan keputusan selalu mengacu pada nilai-nilai inti institusi, 

dan ada mekanisme yang memastikan bahwa nilai-nilai ini benar-

benar mempengaruhi keputusan yang diambil, bukan hanya 

digunakan sebagai justifikasi post-hoc. Kedua, kepemimpinan dalam 

institusi berbasis nilai berorientasi pada pelayanan (servant leadership), 

di mana pemimpin memandang dirinya sebagai pelayan bagi civitas 

akademika dan misi institusi, bukan sebagai penguasa yang berhak 

mendapatkan keistimewaan. Ketiga, akuntabilitas dalam tata kelola 

berbasis nilai tidak hanya bersifat horizontal (kepada sesama anggota 

organisasi) dan vertikal (kepada pimpinan dan regulator), tetapi juga 

bersifat moral, yaitu pertanggungjawaban kepada nilai-nilai yang 

lebih tinggi dan kepada generasi yang akan datang (Greenleaf, 2021; 

Spears, 2022). 
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Implementasi tata kelola berbasis nilai di perguruan tinggi juga 

berimplikasi pada bagaimana institusi memandang dan 

memperlakukan berbagai pemangku kepentingannya. Mahasiswa 

tidak dipandang hanya sebagai konsumen yang harus dipuaskan, 

tetapi sebagai individu yang sedang dalam proses pembentukan diri 

dan memerlukan lingkungan yang kondusif untuk berkembang secara 

intelektual dan moral. Dosen tidak hanya sebagai karyawan yang 

diukur dari produktivitas publikasi, tetapi sebagai pendidik dan 

intelektual publik yang memiliki tanggung jawab moral terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan generasi penerus 

(Noddings, 2021; Palmer, 2022). 

 

 

1.6 PRINSIP GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE 

Good University Governance (GUG) merupakan konsep yang telah 

berkembang sebagai adaptasi dari konsep Good Corporate Governance 

(GCG) ke dalam konteks khusus institusi pendidikan tinggi. Meskipun 

banyak prinsip dasarnya serupa, GUG memiliki karakteristik dan 

penekanan tersendiri yang mencerminkan misi unik perguruan tinggi 

sebagai institusi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat 

yang memiliki tanggung jawab publik yang sangat besar. 

Prinsip pertama dari GUG adalah akuntabilitas (accountability). 

Perguruan tinggi sebagai institusi yang menerima kepercayaan dan 

sumber daya dari berbagai pihak  pemerintah, mahasiswa, orang tua, 

industri, dan masyarakat luas memiliki kewajiban untuk dapat 

mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya tersebut dan 

pencapaian misi yang telah diembannya. Akuntabilitas dalam konteks 

perguruan tinggi mencakup akuntabilitas keuangan, akuntabilitas 

akademik, akuntabilitas terhadap mahasiswa, dan akuntabilitas 

terhadap masyarakat. Mekanisme akuntabilitas yang efektif 
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mencakup pelaporan publik yang transparan, audit yang independen, 

evaluasi kinerja yang sistematis, dan mekanisme pengaduan yang 

dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan (Pruvot & 

Estermann, 2021). 

Prinsip kedua adalah transparansi (transparency). Transparansi 

berarti bahwa proses pengambilan keputusan, penggunaan sumber 

daya, dan kinerja institusi harus dapat diketahui dan diakses oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam era informasi digital, 

ekspektasi terhadap transparansi institusi pendidikan tinggi semakin 

tinggi. Masyarakat, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya 

semakin menuntut informasi yang terbuka dan mudah diakses 

tentang berbagai aspek pengelolaan perguruan tinggi, mulai dari 

keuangan hingga kebijakan akademik. Perguruan tinggi yang 

berkomitmen pada transparansi akan lebih mudah membangun 

kepercayaan publik dan mendapatkan legitimasi dalam jangka 

panjang (OECD, 2022). 

Prinsip ketiga adalah partisipasi (participation). Tata kelola yang 

baik di perguruan tinggi membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai 

pemangku kepentingan internal, termasuk dosen, tenaga 

kependidikan, dan mahasiswa. Partisipasi ini tidak sekadar formalitas 

atau prosedur, melainkan harus merupakan keterlibatan yang 

substantif dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi 

kehidupan dan kepentingan mereka. Perguruan tinggi yang 

menerapkan prinsip partisipasi akan mengembangkan berbagai 

mekanisme untuk memastikan bahwa suara dari berbagai kelompok 

pemangku kepentingan benar-benar didengar dan dipertimbangkan 

dalam proses tata kelola (Marginson, 2022). 

Prinsip keempat adalah responsivitas (responsiveness). Institusi 

pendidikan tinggi harus mampu merespons secara tepat dan efektif 

terhadap kebutuhan dan tuntutan dari berbagai pemangku 
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kepentingan. Ini mencakup responsivitas terhadap kebutuhan 

mahasiswa, terhadap tuntutan dari dunia kerja dan industri, terhadap 

kebutuhan masyarakat dan komunitas, serta terhadap perubahan 

dalam lingkungan global yang lebih luas. Responsivitas yang efektif 

membutuhkan mekanisme untuk mendengarkan dan memahami 

kebutuhan pemangku kepentingan, fleksibilitas dalam mengadaptasi 

program dan layanan, serta kapasitas untuk berubah secara cepat dan 

efisien (Clark, 2020). 

Prinsip kelima adalah efisiensi dan efektivitas (efficiency and 

effectiveness). Meskipun perguruan tinggi bukan institusi yang semata-

mata berorientasi pada keuntungan, namun efisiensi penggunaan 

sumber daya tetap merupakan tuntutan yang tidak dapat diabaikan. 

Sumber daya yang tersedia harus digunakan seoptimal mungkin 

untuk mencapai misi dan tujuan institusi. Efektivitas merujuk pada 

kemampuan institusi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan, sementara efisiensi merujuk pada kemampuan untuk 

mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan penggunaan sumber daya 

yang minimal atau optimal. 

Prinsip keenam adalah keadilan dan inklusivitas (equity and 

inclusiveness). Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk 

memastikan bahwa akses terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas 

tersedia bagi semua kalangan masyarakat, tanpa diskriminasi 

berdasarkan latar belakang sosial-ekonomi, gender, etnisitas, agama, 

atau kondisi fisik. Prinsip ini juga mencakup keadilan dalam 

perlakuan terhadap semua anggota komunitas akademik dan keadilan 

dalam proses-proses tata kelola institusional (UNESCO, 2022). 

Prinsip ketujuh yang bersifat khusus untuk konteks pendidikan 

tinggi adalah otonomi akademik (academic autonomy). Perguruan 

tinggi membutuhkan tingkat otonomi yang memadai dari campur 

tangan eksternal baik dari pemerintah, industri, maupun kelompok 
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kepentingan lainnya untuk dapat melaksanakan misi akademiknya 

dengan integritas dan independensi yang diperlukan. Otonomi 

akademik mencakup kebebasan untuk menentukan agenda penelitian, 

kebebasan dalam proses pembelajaran, dan kebebasan untuk 

mengekspresikan pandangan yang mungkin tidak populer atau tidak 

disukai oleh pihak-pihak yang berkuasa. 

 

 

1.7 TANTANGAN TATA KELOLA DI ERA DIGITAL DAN 

GLOBAL 

Era digital dan globalisasi membawa serta serangkaian tantangan 

baru yang belum pernah dihadapi oleh institusi pendidikan tinggi 

dalam sejarahnya sebelumnya. Transformasi digital bukan sekadar 

perubahan dalam alat dan teknologi yang digunakan, melainkan 

perubahan mendasar dalam cara pengetahuan diproduksi, 

disebarkan, dan diakses; dalam cara pembelajaran berlangsung; dan 

dalam cara institusi pendidikan tinggi beroperasi dan berinteraksi 

dengan dunia sekitarnya. 

Tantangan pertama adalah disrupsi terhadap model bisnis 

tradisional perguruan tinggi. Munculnya Massive Open Online Courses 

(MOOC) dan berbagai platform pembelajaran digital lainnya telah 

mempertanyakan relevansi model pendidikan tatap muka yang 

selama ini menjadi andalan perguruan tinggi. Ketika seseorang dapat 

mengakses konten pendidikan berkualitas tinggi dari universitas-

universitas terkemuka dunia secara gratis atau dengan biaya yang 

sangat terjangkau, maka perguruan tinggi harus dapat menjawab 

pertanyaan: apa nilai tambah unik yang hanya dapat mereka berikan 

yang tidak dapat diperoleh dari sumber-sumber online? Jawaban atas 

pertanyaan ini menuntut refleksi yang mendalam tentang hakikat dan 
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nilai dari pengalaman pendidikan tinggi yang komprehensif (Bozkurt 

et al., 2022). 

Tantangan kedua adalah manajemen data dan privasi. Perguruan 

tinggi kini mengelola sejumlah besar data tentang mahasiswa, staf, 

dan kegiatan akademik. Data-data ini memiliki nilai yang sangat besar 

untuk berbagai keperluan akademis dan manajerial, namun juga 

menimbulkan risiko serius terhadap privasi dan keamanan informasi. 

Tata kelola data yang bertanggung jawab dan etis menjadi kompetensi 

baru yang harus dikembangkan oleh institusi pendidikan tinggi di era 

digital (Williamson et al., 2020). 

Tantangan ketiga adalah mempertahankan kohesi dan identitas 

komunitas dalam lingkungan yang semakin virtual. Salah satu nilai 

paling berharga dari pengalaman pendidikan tinggi adalah 

pembentukan komunitas intelektual yang hidup dan dinamis, di mana 

pertukaran ide, diskusi yang mendalam, dan persahabatan yang 

bermakna terjadi secara organik. Ketika sebagian besar interaksi 

beralih ke platform digital, tantangan bagi institusi pendidikan tinggi 

adalah bagaimana mempertahankan kualitas dan kedalaman 

komunitas tersebut dalam medium yang berbeda. 

Tantangan keempat terkait dengan persaingan global yang 

semakin intensif. Globalisasi telah menciptakan pasar pendidikan 

tinggi yang benar-benar global, di mana perguruan tinggi dari seluruh 

dunia bersaing untuk menarik mahasiswa terbaik, staf akademik 

terbaik, dan pendanaan penelitian. Dalam persaingan ini, perguruan 

tinggi dari negara-negara berkembang sering kali berada dalam posisi 

yang tidak menguntungkan karena keterbatasan sumber daya dan 

infrastruktur. Namun demikian, tantangan ini juga menghadirkan 

peluang untuk membangun kemitraan internasional yang saling 

menguntungkan dan untuk mengembangkan keunggulan komparatif 

yang unik (Delanty, 2021). 
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Tantangan kelima adalah ketidaksetaraan yang terus berlanjut 

dan bahkan semakin melebar dalam akses terhadap pendidikan tinggi 

yang berkualitas. Meskipun teknologi digital secara teoritis dapat 

mendemokratisasi akses terhadap pengetahuan, dalam kenyataannya 

kesenjangan digital (digital divide) yang ada berarti bahwa kelompok-

kelompok masyarakat yang sudah kurang beruntung seringkali justru 

tidak dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ditawarkan oleh 

transformasi digital. Tata kelola pendidikan tinggi yang responsif 

harus memperhatikan dan secara aktif mengatasi kesenjangan ini 

(UNESCO, 2022; OECD, 2022). 

Dalam menghadapi semua tantangan ini, perguruan tinggi 

membutuhkan sistem tata kelola yang adaptif, inovatif, dan 

berorientasi pada nilai. Adaptif dalam artian mampu merespons 

perubahan lingkungan yang cepat dan tidak terprediksi. Inovatif 

dalam artian mampu menemukan solusi-solusi baru untuk masalah-

masalah yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Dan berorientasi 

pada nilai dalam artian bahwa semua adaptasi dan inovasi yang 

dilakukan tetap berada dalam koridor nilai-nilai fundamental yang 

menjadi identitas dan misi institusi pendidikan tinggi. 

 

 

1.8 OTONOMI PERGURUAN TINGGI DAN AKUNTABILITAS 

PUBLIK 

Salah satu tegangan paling mendasar dalam tata kelola 

pendidikan tinggi adalah antara otonomi akademik di satu sisi dan 

akuntabilitas publik di sisi lain. Otonomi akademik kebebasan institusi 

pendidikan tinggi untuk menentukan agenda penelitian, kurikulum, 

dan kebijakan akademiknya tanpa campur tangan berlebihan dari 

pemerintah atau kelompok kepentingan eksternal dipandang sebagai 

prasyarat yang tidak dapat dinegosiasikan untuk integritas dan 
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efektivitas perguruan tinggi. Namun, otonomi yang tidak disertai 

dengan akuntabilitas yang memadai berisiko menjadi benteng bagi 

inefisiensi, nepotisme, dan pengabaian terhadap kebutuhan publik 

yang sah. 

Sejarah perkembangan hubungan antara negara dan perguruan 

tinggi di berbagai negara menunjukkan berbagai model yang berbeda 

dalam mengelola tegangan ini. Di Jerman, model Humboldtian yang 

tradisional memberikan otonomi yang sangat besar kepada akademisi 

individu dalam menentukan agenda penelitian dan pengajaran 

mereka, dengan asumsi bahwa akademisi yang bebas dari tekanan 

eksternal akan menghasilkan ilmu pengetahuan yang paling murni 

dan paling bermanfaat. Di Amerika Serikat, model yang berkembang 

memberikan otonomi yang signifikan kepada institusi secara 

keseluruhan, dengan mekanisme tata kelola dewan pengurus (board of 

trustees) yang berperan sebagai penyeimbang antara kepentingan 

akademis dan kepentingan publik yang lebih luas. 

Di negara-negara dengan tradisi sentralisasi yang lebih kuat, 

seperti France dan banyak negara Asia termasuk Indonesia pada 

masa-masa tertentu, pemerintah memiliki peran yang jauh lebih besar 

dalam menentukan kebijakan dan arah pengembangan pendidikan 

tinggi. Model ini memiliki keunggulan dalam hal koordinasi nasional 

dan penjaminan standar minimal yang seragam, namun juga berisiko 

menghambat inovasi dan adaptasi yang diperlukan untuk 

menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang sangat bervariasi. 

Perkembangan terkini di banyak negara menunjukkan 

kecenderungan ke arah apa yang disebut sebagai "evaluative state" 

model di mana pemerintah memberikan otonomi yang lebih besar 

kepada institusi dalam mengelola dirinya sendiri, namun pada saat 

yang sama mengembangkan sistem evaluasi dan akuntabilitas yang 

semakin kompleks dan mendetail. Sistem akreditasi, evaluasi kinerja 
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berbasis indikator, kompetisi untuk pendanaan penelitian yang 

semakin terkonsentrasi pada institusi-institusi terpilih, dan 

peningkatan ketergantungan pada mekanisme pasar semuanya 

merupakan manifestasi dari model evaluative state ini. 

Dalam konteks tata kelola berbasis nilai, pendekatan yang paling 

tepat terhadap tegangan antara otonomi dan akuntabilitas adalah 

yang bersifat deliberatif dan dialogis: di mana berbagai pemangku 

kepentingan pemerintah, institusi, staf akademik, mahasiswa, 

industri, dan masyarakat sipil  terlibat dalam diskusi yang 

berkelanjutan tentang hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, 

tentang standar-standar yang perlu dijaga bersama, dan tentang cara-

cara yang paling efektif untuk memastikan bahwa perguruan tinggi 

benar-benar melayani kepentingan publik yang luas. Tidak ada 

formula yang sempurna, tetapi proses yang inklusif dan berbasis nilai 

dapat menghasilkan keseimbangan yang lebih baik daripada solusi 

yang dipaksakan secara sepihak. 

 

 

1.9 TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF 

HUKUM 

Dimensi hukum dari tata kelola perguruan tinggi merupakan 

aspek yang tidak dapat diabaikan, karena kerangka hukum yang 

berlaku menentukan batas-batas formal dari apa yang dapat dan tidak 

dapat dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi dalam mengelola 

dirinya sendiri. Di Indonesia, kerangka hukum ini cukup kompleks 

dan terdiri dari berbagai lapisan regulasi, dari undang-undang di 

tingkat tertinggi hingga peraturan menteri dan kebijakan institusional. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi merupakan landasan hukum utama yang mengatur 

penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. UU ini menetapkan 
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berbagai ketentuan tentang otonomi perguruan tinggi, sistem 

penjaminan mutu, tata kelola, dan akuntabilitas. Salah satu inovasi 

penting dari UU ini adalah pengenalan berbagai bentuk kelembagaan 

perguruan tinggi yang memberikan derajat otonomi yang berbeda-

beda, mulai dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) 

yang memiliki otonomi paling luas, hingga berbagai bentuk 

perguruan tinggi swasta yang diatur oleh yayasan atau badan hukum 

penyelenggara lainnya. 

Namun, kerangka hukum formal ini hanyalah satu dimensi dari 

governance perguruan tinggi. Yang tidak kalah pentingnya adalah 

bagaimana norma-norma hukum tersebut diinterpretasikan, 

diimplementasikan, dan terkadang dielakkan dalam praktik sehari-

hari. Studi tentang implementasi kebijakan pendidikan tinggi di 

Indonesia menunjukkan bahwa kesenjangan antara norma hukum 

formal dan praktik aktual seringkali sangat signifikan, dan bahwa 

faktor-faktor budaya, politik, dan ekonomi memiliki pengaruh yang 

sangat besar dalam menentukan bagaimana ketentuan-ketentuan 

hukum tersebut diterapkan dalam konteks nyata. 

Dimensi etis dari kerangka hukum ini juga penting untuk 

dicermati. Hukum yang adil dan legitimate hukum yang 

mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepentingan publik, dan martabat 

manusia merupakan salah satu pilar dari tata kelola yang baik. 

Namun, hukum positif tidak selalu sepenuhnya mencerminkan nilai-

nilai etis yang ideal, dan dalam kasus-kasus tertentu mungkin ada 

konflik antara kewajiban hukum dan kewajiban etis. Pemimpin 

perguruan tinggi yang memiliki integritas dan wisdom akan mampu 

menavigasi kompleksitas ini dengan bijaksana, mematuhi kerangka 

hukum yang berlaku sambil tetap mempertahankan komitmen 

terhadap nilai-nilai etis yang fundamental. 
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Kecenderungan global menuju regulasi yang lebih ketat terhadap 

berbagai aspek pengelolaan perguruan tinggi dari keuangan dan 

investasi, hingga perlindungan data mahasiswa, hingga standar-

standar ketenagakerjaan menciptakan tantangan kepatuhan 

(compliance) yang semakin kompleks. Perguruan tinggi perlu 

mengembangkan kapasitas dan infrastruktur yang memadai untuk 

mengelola kepatuhan hukum ini secara efektif, sambil memastikan 

bahwa fokus pada kepatuhan tidak mengalihkan perhatian dari misi 

akademis yang lebih substansial. Di sinilah pendekatan berbasis nilai 

memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan: institusi yang 

memiliki budaya integritas yang kuat cenderung menemukan 

kepatuhan hukum sebagai hal yang relatif alami dan tidak 

membebani, karena nilai-nilai yang mereka junjung tinggi sudah 

sejalan dengan spirit dari regulasi-regulasi tersebut. 

 

Tabel 1. 1 Evolusi Paradigma Tata Kelola Perguruan Tinggi    

(Abad XX–XXI) 

Paradigma Era Karakteristik 

Utama 

Kelemahan 

Kolegial 1900–1960 Otonomi akademisi, 

keputusan 

konsensus 

Lambat, 

eksklusif, 

resisten 

perubahan 

Birokratik 1960–1980 Struktur formal, 

regulasi ketat, 

hierarki 

Kaku, tidak 

inovatif, 

paternalistik 
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Paradigma Era Karakteristik 

Utama 

Kelemahan 

Manajerial 1980–2000 Efisiensi, NPM, 

target kinerja 

Komersialisasi, 

kehilangan 

nilai akademik 

Berbasis 

Pasar 

2000–2010 Kompetisi, ranking 

global, otonomi 

finansial 

Ketimpangan, 

beban biaya 

mahasiswa 

Berbasis 

Nilai 

2010–kini Etika, spiritualitas, 

mutu holistik 

Implementasi 

kompleks, 

butuh 

komitmen 

jangka 

panjang 

Tabel 2.1 merangkum perjalanan panjang evolusi paradigma tata 

kelola perguruan tinggi sepanjang abad ke-20 hingga awal abad ke-21. 

Setiap paradigma lahir sebagai respons terhadap keterbatasan 

paradigma sebelumnya, sekaligus membawa serta logika dan asumsi-

asumsinya sendiri yang kemudian memunculkan persoalan baru. 

Paradigma kolegial, misalnya, memberikan kebebasan intelektual 

yang luar biasa bagi akademisi, tetapi mengabaikan tuntutan 

akuntabilitas publik yang semakin meningkat. Paradigma manajerial 

kemudian hadir untuk menjawab tuntutan tersebut, namun pada 

gilirannya justru memunculkan ancaman komersialisasi yang 

mengikis nilai-nilai akademik yang fundamental. 

Paradigma berbasis nilai yang berkembang sejak dekade kedua 

abad ke-21 tidak muncul dalam kekosongan, melainkan merupakan 

sintesis yang berupaya mengintegrasikan kekuatan dari paradigma-
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paradigma sebelumnya sambil mengatasi kelemahan-kelemahannya. 

Ia mengakui pentingnya efisiensi dan akuntabilitas (dari paradigma 

manajerial), menghargai otonomi akademik (dari paradigma kolegial), 

sekaligus menambahkan dimensi etika, spiritualitas, dan tanggung 

jawab sosial yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam 

diskursus tata kelola perguruan tinggi. 

 

 
Gambar 1. 1 mengilustrasikan delapan prinsip Good University 

Governance (GUG) yang merupakan acuan internasional dalam 

pengembangan tata kelola perguruan tinggi yang baik. Kedelapan 

prinsip ini tidak berdiri sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan 

membentuk sebuah sistem yang saling menopang dan memperkuat. 

Akuntabilitas, misalnya, hanya dapat berfungsi efektif jika didukung 

oleh transparansi yang memadai. Partisipasi yang bermakna 

membutuhkan responsivitas dari pimpinan institusi. Dan semua 

prinsip ini pada akhirnya hanya akan memiliki dampak yang nyata 

jika dijiwai oleh integritas nilai yang autentik. 
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Dalam konteks tata kelola berbasis nilai, prinsip kedelapan  

integritas nilai menjadi prinsip yang paling fundamental karena ia 

menentukan kualitas dari penerapan ketujuh prinsip lainnya. Sebuah 

institusi dapat memenuhi persyaratan formal dari ketujuh prinsip 

pertama namun tetap kehilangan substansi tata kelola yang baik jika 

tidak ada konsistensi genuine antara nilai yang dideklarasikan dengan 

praktik nyata yang dijalankan. Oleh karena itu, pengembangan GUG 

yang autentik harus dimulai dari penguatan integritas nilai di semua 

level kepemimpinan dan komunitas akademik. 
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BAB 2  

ETIKA SEBAGAI FONDASI 

TATA KELOLA AKADEMIK 
 

 

 

2.1 KONSEP DASAR ETIKA 

Etika, dalam pengertian yang paling mendasar, adalah cabang 

filsafat yang mempelajari tentang moralitas manusia: apa yang baik 

dan buruk, apa yang benar dan salah, dan bagaimana manusia 

seharusnya hidup dan bertindak. Kata "etika" sendiri berasal dari 

bahasa Yunani "ethos" yang berarti watak, kebiasaan, atau karakter. 

Dengan demikian, etika pada dasarnya berkaitan dengan pertanyaan 

tentang karakter moral yang baik dan bagaimana karakter tersebut 

terbentuk dan dimanifestasikan dalam perilaku nyata (Frankena, 2020; 

MacIntyre, 2022). 

Dalam literatur filsafat moral, terdapat beberapa pendekatan etis 

utama yang telah memberikan pengaruh signifikan pada pemikiran 

tentang moralitas dalam berbagai konteks, termasuk dalam konteks 

organisasi dan pendidikan. Pendekatan pertama adalah etika 

deontologis (deontological ethics) yang dikembangkan terutama oleh 

Immanuel Kant. Pendekatan ini menekankan bahwa suatu tindakan 

dinilai baik atau buruk berdasarkan kesesuaiannya dengan kewajiban 

moral atau prinsip-prinsip yang berlaku universal, terlepas dari 

konsekuensi atau hasil yang dihasilkannya. Prinsip dasar etika Kant, 

yaitu "categorical imperative", mengharuskan setiap tindakan dapat 
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dijadikan sebagai kaidah universal yang berlaku bagi semua orang 

dalam situasi yang sama (Kant, 2021 [terjemahan baru]; O'Neill, 2022). 

Pendekatan kedua adalah etika konsekuensialisme 

(consequentialism), khususnya utilitarisme yang dikembangkan oleh 

Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Dalam pendekatan ini, nilai 

moral suatu tindakan ditentukan oleh konsekuensi atau hasil yang 

ditimbulkannya. Tindakan yang baik adalah tindakan yang 

menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbesar. 

Utilitarisme memiliki daya tarik tersendiri dalam konteks kebijakan 

publik dan manajemen karena menawarkan kriteria yang relatif 

objektif untuk mengevaluasi berbagai pilihan tindakan (Mill, 2021 

[edisi baru]; Crisp, 2022). 

Pendekatan ketiga adalah etika keutamaan (virtue ethics) yang 

berakar pada pemikiran Aristoteles. Berbeda dengan kedua 

pendekatan sebelumnya yang berfokus pada tindakan, etika 

keutamaan berfokus pada karakter moral seseorang. Pertanyaan 

utamanya bukan "Apa yang seharusnya aku lakukan?" melainkan 

"Orang seperti apa yang seharusnya aku jadikan?" Keutamaan atau 

kebajikan (virtue) seperti kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan 

keadilan dipandang sebagai kualitas karakter yang harus 

dikembangkan melalui kebiasaan dan latihan (Aristotle, 2021 

[terjemahan baru]; Annas, 2021). 

Pendekatan keempat yang semakin relevan dalam konteks 

organisasi kontemporer adalah etika kepedulian (ethics of care) yang 

dikembangkan oleh Carol Gilligan dan Nel Noddings. Pendekatan ini 

menekankan pentingnya hubungan interpersonal, empati, dan 

kepedulian terhadap kebutuhan konkret individu sebagai fondasi 

moralitas. Dalam konteks pendidikan, etika kepedulian menekankan 

pentingnya membangun hubungan yang tulus dan penuh perhatian 
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antara pendidik dan peserta didik, serta antara institusi dan berbagai 

pemangku kepentingannya (Noddings, 2021; Held, 2022). 

Kelima, etika lingkungan (environmental ethics) yang semakin 

relevan di era krisis ekologi global menawarkan perspektif tentang 

kewajiban moral manusia terhadap alam dan makhluk hidup lainnya. 

Dalam konteks pendidikan tinggi, etika lingkungan mendorong 

institusi untuk mempertimbangkan dampak ekologis dari setiap 

keputusan dan tindakannya, serta untuk mengintegrasikan kesadaran 

dan tanggung jawab lingkungan ke dalam seluruh aspek 

penyelenggaraan pendidikan (Jamieson, 2021; Worster, 2022). 

Bagi tata kelola pendidikan tinggi, pemahaman terhadap berbagai 

pendekatan etis ini sangat penting. Setiap keputusan penting yang 

harus diambil oleh pemimpin perguruan tinggi, mulai dari alokasi 

sumber daya hingga penentuan kebijakan akademik, mengandung 

dimensi etis yang membutuhkan refleksi moral yang mendalam. 

Kemampuan untuk mengidentifikasi dimensi etis dari sebuah 

keputusan dan menggunakannya sebagai pertimbangan yang nyata 

dalam proses pengambilan keputusan merupakan kompetensi yang 

sangat penting bagi pemimpin pendidikan tinggi. 

 

 

2.2 TEORI KEPEMIMPINAN ETIS 

Kepemimpinan etis (ethical leadership) merupakan salah satu 

konsep yang mendapat perhatian semakin besar dalam literatur 

kepemimpinan dan manajemen, termasuk dalam konteks pendidikan 

tinggi. Kepemimpinan etis dapat didefinisikan sebagai demonstrasi 

perilaku yang secara normatif sesuai dengan nilai-nilai moral melalui 

tindakan pribadi dan hubungan interpersonal, serta mempromosikan 

perilaku tersebut kepada para pengikut melalui komunikasi dua arah, 
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